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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan bab – bab 

sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan 

masalah yang telah dijabarkan, yaitu adalah: 

Pertama, upaya untuk memberantas tindak pidana lingkungan hidup 

dilakukan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pendekatan multi 

door. Tidak hanya memberlakukan Undang – Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada para pelaku tindak pidana lingkungan 

hidup namun juga menerapkan peraturan perundang – undangan lainnya yang 

dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. 

Tujuannya adalah agar timbulnya efek jera bagi para pelaku, dan menjadi salah 

satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang serupa. 

Pada praktiknya penerapan pendekatan multi door pada tindak pidana 

lingkungan hidup tidak dapat begitu saja diterapkan. Hal ini mengharuskan para 

penegak hukum untuk memperhatikan ketentuan – ketentuan lainnya yang 

berkaitan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah unsur – unsur dari setiap 

rumusan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang – 

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga unsur – 

unsur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Terdapat kaitan pada unsur “kerugian keuangan 

negara/kerugian negara”, dimana hal ini diperluas menjadi kerugian ekologis 

yang merupakan akibat dari terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. 

Berdasarkan hal ini maka menjadi salah satu dasar untuk dapat diterapkannya 

pendekatan multi door pada tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dipenuhinya 
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unsur – unsur pada pada Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pelaku tindak pidana lingkungan 

hidup.  

Untuk menentukan apakah pendekatan multi door ini dapat diterapkan atau 

tidak harus juga memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ada. Pendekatan 

multi door ini juga dapat dikategorikan sebagai concurcus idealis, yang 

merupakan adanya perbarengan peraturan pada satu perbuatan. Berdasarkan 

Pasal 63 Ayat (1) KUHP, jika terdapat suatu perbuatan yang memenuhi lebih 

dari satu rumusan peraturan perundang – undangan, maka yang boleh 

digunakan hanyalah satu peraturan saja yang memiliki ancaman pidana lebih 

berat dibandingkan peraturan lainnya. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana yang lebih 

berat dibandingkan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan 

concurcus idealis dalam Pasal 63 KUHP, pendekatan multi door dengan 

menerapkan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 

tindak pidana lingkungan hidup dapat digunakan karena Undang – Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana yang lebih 

berat. 

Hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu adalah hakikat dari masing – 

masing peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi memiliki hakikat yang berbeda. Meskipun keduanya berkaitan 

dengan pengaturan kerugian keuangan negara dan juga perluasan makna dari 

kerugian keuangan negara yang meliputi kerugian ekologis, tidak dapat 

dilakukan begitu saja, karena pada dasarnya memang setiap undang – undang 

memiliki maksud, tujuan, dasar dan latar belakang yang berbeda. Hal inilah 

yang menjadi salah satu alasan bahwa penerapan pendekatan multi door 
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menggunakan undang – undang lain terhadap tindak pidana lingkungan hidup 

tidak dapat dilakukan. 

Kedua, pendekatan multi door yang dalam hal ini berupa penerapan Pasal 

2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Korupsi terhadap tindak 

pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk mengatasi 

maraknya tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut 

diharapkan membawa dampak positif yang tidak hanya pada lingkungan hidup 

namun juga terhadap masyarakat. Namun dengan diterapkannya pendekatan 

multi door tersebut tidak hanya memiliki keuntungan namun juga terdapat 

kerugian dalam praktiknya.  

 Keuntungan dari pendekatan multi door ini yaitu adalah menghindari 

lolosnya pelaku tindak pidana lingkungan hidup karena terbatasnya jangkauan 

suatu peraturan perundangan, membuat jera para pelaku tindak pidana sehingga 

mampu menimbulkan dampak pencegahan, mendorong pertanggungjawaban 

yang lebih komprehensif termasuk pertanggungjawaban koorporasi, 

pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan.  

Selain itu, kerugian juga dapat ditimbulkan dari penerapan pendekatan 

multi door ini yang berupa tumpang tindihnya tugas dan wewenang aparat 

penegak hukum, besarnya biaya perkara yang harus dikeluarkan, sulitnya 

membuktikan tindak pidana lingkungan hidup sekaligus tindak pidana korupsi 

dalam satu perbuatan, tidak terciptanya kepastian hukum. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan tindak pidana lingkungan 

hidup dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang dikaitkan dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijelaskan dalam bab – bab 

sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, keberadaan pendekatan multi door ini memiliki potensi 

ketidakpastian hukum. Mengingat hal tersebut, diperlukan kehati – hatian 

dalam penerapan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan 

Tindak Pidan Korupsi karena kedua pasal tersebut memiliki cakupan yang 

sangat luas yang juga dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Hal ini 

ditujukan agar kedua pasal ini tidak begitu saja diterapkan dalam semua tindak 

pidana sehingga Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi serta KPK tidak perlu menjadi sapu jagat untuk semua 

tindak pidana.134 Maka dari itu, sebaiknya Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan hanya apabila 

perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang 

merugikan keuangan negara tersebut tidak dirumuskan sebagai tindak pidana 

dalam peraturan perundang - undangan lainnya.135 Hal ini berkaitan dengan 

kepastian hukum di masyarakat, dimana apabila tidak diatur dengan baik maka 

kedua pasal ini dapat diterapkan begitu saja pada tindak pidana lainnya yang 

dianggap merugikan kerugian keuangan negara, meskipun tindak pidana 

tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. 

Kedua, terkait dengan keuntungan dan kerugian dari keberadaan 

pendekatan multi door maka terdapat hal – hal yang harus dibenahi jika 

kedepannya pendekatan ini akan digunakan dalam rangka penegakan hukum 

                                                           
134 Supra note 132. 
135 Id. 
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yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum 

pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.136 Hal ini ditujukan agar para 

penegak hukum pidana di bidang lingkungan hidup dapat semakin maksimal 

menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sehingga tujuan dari 

penegakan hukum tersebut dapat tercapai. Selain itu keberadaan peraturan 

perundang – undangan yang ada saat ini, dalam hal ini adalah Undang – Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang – 

undangan lainnya dalam sektor lingkungan hidup perlu dibenahi, apabila 

keberadaanya dianggap masih memiliki kekurangan atau kelemahan. 

Tujuannya adalah agar peraturan perundang – undangan dalam sektor yang 

bersangkutan dapat secara maksimal menjadi pelindung dan dasar hukum 

terkait tindak pidana lingkungan hidup sebelum menggunakan peraturan 

perundang – undangan lainnya. Berikutnya adalah dibentuknya pengaturan 

mengenai pendekatan multi door secara jelas. Sehingga apabila dalam 

perkembangannya penggunaan beberapa peraturan perundang – undangan 

terhadap suatu perbuatan memang sangat diperlukan, maka tetap berdasarkan 

hukum dan ketentuan yang jelas. Hal ini juga bertujuan agar terciptanya 

kepastian hukum dan terciptanya keselarasan dalam penegakan hukum pidana 

di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Id.  
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